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BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR %9 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak\)aerah dan Retribusi
Daerah, maka pengaturan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf @ dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ; |
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara. \

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang



10.

11,

12,
13.

14.

15.

16.

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah
Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah
Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan. 4

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, peseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), dan atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif

dan bentuk usaha tetap.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau badan.
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Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa
yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan,
konsultasi, visite rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas (Puskesmas Pembantuy,
Puskesmas Keliling, Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Inap), Polindes dan
Rumah Sakit Umum Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia dan alat
kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika
berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan
pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan
kesehatan.

Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga
para medis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran
serta perkakas rumah tangga, makan dan minum

Rawat jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menéinap di Rumah Sakit
Umum Daerah/puskesmas tertentu

Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Rumah Sakit
Umum Daerah/ puskesmas tertentu

Tindakan medik adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosis,
terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa, pencegahan dan
peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat
kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang
mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu

Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan
diagnosa

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah
Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan

Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk Pelayanan
fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa
fisiologi

Bahan dan Alat adalah bahan kimia, obat untuk kesehatan (habis pakai) bahan
radiologi dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan
lainnya yang dapat disediakan Rumah Sakit Umum Daerah
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Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjunya di singkat SKRDLB
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahe;\1, yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.



BAB 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas setiap pelayanan
kesehatan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan di puskesma;s, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan
tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang
dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JK‘?)
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis
pemakaian alat, pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.



BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7 \

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah
untuk mengganti biaya adminitrasi, pembangunan, jasa konsultasi medik dan
pengobatan, perawatan, pemeriksaan dan tindakan serta penunjang diagnosis,
penginapan, konsumsi dan pembinaan.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling,
puskesmas rawat jalan, puskesmas inap, dan polindes, khusus untuk tarif pelayanan
rawat jalan adalah Rp. 6.000,-

Pasal 9

(1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dan tindakan medik atau penunjang medik
lainnya disamakan dengan tindakan medik tarif kelas III pada Rumah Sakit Umum
Daerah.

(2) Biaya pemeriksaan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis dan jumlah
pemeriksaan.
(3) Biaya pasien kontrol, pengawasan tarif retribusi disamakan dengan pasien rujukan.

Pasal 10
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kelapa Daerah.

Pasal 11

Besarnya tarif pelayanan dan tarif tindakan pada Rumah sakit Umum Daerah
sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Daerah ini dengan uraian sebagai
berikut :

a. lampiran1 : Tarif pelayanan rawat jalan;

b. lampiran2 : Tarif pelayanan rawat darurat;

c. lampiran3 : Tarif pelayanan rawat inap;



e ™ e a

Sl

2 B o 3 3

o

o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

lampiran 4 Tarif pelayanan gigi dan mulut;

lampiran 5 Tarif tindakan medik non operatif (medical intervention);
lampiran 6 Tarif tindakan medik operatif (bedah kecil) diluar kamar Operasi)
lampiran 7 Tarif tindakan medik operatif di dalam kamar Operasi.
lampiran 8 Tarif pelayanan kebidanan; \

lampiran 9 Tarif pelayanan laboratorium klinik;

lampiran 10 : Tarif pelayanan radio diagnostik;

lampiran 11 : Tarif pelayanan rehabilitasi medik/fisioterapi);

lampiran 12 : Tarif pelayanan diagnostik elektromedik;

lampiran 13 : Tarif tindakan perawatan;

lampiran 14 : Tarif tindakan haemodialisa;

lampiran 15 : Tarif tindakan treatmil;

lampiran 16 : Tarif pelayanan farmasi;

lampiran 17 : Tarif pelayanan medico legal;

lampiran 18 : Tarif pemularasan jenazah;

lampiran 19 : Tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah;
lampiran 20 : Tarif pelayanan gizi.

Pasal 12

Biaya pemeriksaan pengujian kesehatan disesuaikan dengan jenis dan jumlah

pemeriksaan.

Pasien Kontrol ulang maka pengenaan tarif retribusi disamakan dengan pasien

rujukan.

Pasal 13

Tarif tindakan medik atau penunjang medik pada pelayanan rawat jalan dan rawat

darurat disamakan dengan tarif kelas I.

Tarif pasien darurat medik yang perlu observasi lebih dikenakan tarif untuk pasien

kelas II.

Pasal 14

Tindakan / pemeriksaan cyto dalam jam kerja ditambah 50% untuk jasa pelayanan
Tindakan / pemeriksaan cyto diluar jam kerja ditambah 100% untuk jasa
pelayanan.

Tindakan resultasi bayi pada operasi/tindakan kebidanan dihitung sebesar 30% dari
jasa operator.

Pengunaan recovery room dihitung sebesar tarif ICU.
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Pemeriksaan radio diagnostik dengan menggunakan kontras, bahan kontras
disiapkan langsung oleh penderita dan cyto diluar jam kerja ditambahkan biaya
sebesar 25%.

Pasal 15

Bayi baru lahir (perawatan yang dilakukan sebelum bayi diserahkan kepada ibu)
dirawat diruangan perawatan khusus ditetapkan sebesar sama dengan perawatan
ICU.

Rooming ditetapkan sebesar 50% dari tarif akomodasi kelas keperawatan ibu bayi
baru lahir sesuai dengan tarif visite/konsultasi perawatan ibu.

Cyto pada jam kerja dikenakan biaya tambahan 50% dan cyto diluar jam kerja
dikenakan tambahan 100%.

Pasal 16

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Khusus Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji pada
tingkat Puskesmas sebagai pelayanan dasar adalah Rp. 50.000,-

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Khusus Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji pada
tingkat Kabupaten sebagai pelayanan lanjutan antara lain pelayanan kesehatan
dasar, golongan dasar, dan pemeriksaaan kehamilan bagi Calon Jemaah Haji /
Jemaah Haji wanita usia ubur adalah Rp. 75.000,-

Tindakan Diagnostik, penunjang bagi Calon Jemaah Haji / Jemaah Haji
dibebankan kepada yang bersangkutan dan besarnya tarif mengacu pada tarif
pelayanan tindakan sesuai dengan jumiah dan jenis pemeriksaan.

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi atas penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah belum

termasuk bahan bakar minyak sebagaimana tercantum pada lampiran 19 (sembilan

belas) yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 18

Besarnya tarif observasi khusus di Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas
ditetapkan sebesar Rp. 24.000,-



BAB VI
PEMBAGIAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
Pasal 19

Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :

(1) jasa sarana ; dan

(2) jasa Pelayanan.

Pasal 20

(1) Pembagian retribusi untuk jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut :

a.

pungutan retribusi pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
ditetapkan sebagai berikut :

- untuk jasa sarana 55 % dari jumlah retribusi,

- untuk jasa pelayanan 45 % dari jumlah retribusi.

pungutan retribusi pada rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10, bagian jasa sarana dan jasa pelayanan tercantum pada lampiran
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

pungutan retribusi pada pelayanan khusus untuk jemaah calon haji ditingkat
puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pembagiannya
ditetapkan sebagai berikut :

- untuk jasa sarana 20 % dari jumlah retribusi;

- untuk jasa pelayanan 80 % dari jumlah retribusi.

pungutan retribusi pada pelayanan khusus untuk jemaah calon haji ditingkat
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pembagiannya
ditetapkan sebagai berikut :

- untuk jasa sarana 35 % dari jumiah retribusi;

- untuk jasa pelayanan 65 % dari jumlah retribusi.

pungutan retribusi pada observasi khusus di Rumah Sakit Umum Daerah dan
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pembagiannya ditetapkan
sebagai berikut :

- untuk jasa sarana 40 % dari jumlah retribusi;

- untuk jasa pelayanan 60 % dari jumiah retribusi. \

(2) Bagian retribusi untuk jasa pelayanan diberikan kepada Tenaga Medis, Paramedis

dan yang memberikan pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Tata cara pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.



Pasal 21

Pembagian untuk jasa pelayanan pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas
keliling, puskesmas rawat jalan, puskesmas inap, dan polindes ditetapkan sbb :

(1) tenaga Medis : 25 %;

(2) tenaga Para Medis  : 65 %,

(3) jasa Administrasi : 10 %.

Pasal 22

Pembagian untuk jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai
berikut :
(1) Jasa pelayanan rawat Inap

a. Kelas I, Il dan III :

- dokter Spesialis : 50 %;
- dokter Umum > 15%:
- perawat * 35'%:.
b. VIP, VIP Khusus dan HD :
- dokter Spesialis : 55 %;
- perawat : 45 %.
c. ECU, ICU, ICCU, NICU dan ruang intensif lainnya :
- dokter Spesialis : 75 %;
- perawat = 25 %.
(2) Jasa pelayanan rawat jalan :
Tindakan kecil :
- operator : 80 %;
- instrumen/Assisten : 20 %.

(3) Tindakan medik operatif (dalam kamar bedah) :
a. Tindakan sedang, besar dan khusus :

- operator : 60 %,;
- anastesi : 20 %;
- instrumen/Assisten : 20 %.

b. Untuk tindakan operasi yang memerlukan Dokter Spesialis lain yang terkait 30%
dari operator;
(4) Tindakan medis non operatif (diluar kamar bedah) :
- dokter Pelaksana : 60 %; \
- perawat Pelaksana : 40 %.
(5) Tindakan fisioterapi, Laboratorium, Radiodiagnostik, elektromedik



- dokter Penanggungjawab : 60 %;

- perawat : 40 %.
(6) Tindakan pelayanan gizi :

- dokter gizi medik : 60 %;

- petugas gizi : 40 %.

(7) Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah
a. Mobil Ambulance yang didampingi dokter:

- tenaga Medis : 50 %,;
- tenaga Paramedis 2 35 Yo}
- sopir 2 15'%.
b. Mobil Ambulance yang tidak didampingi dokter :
- tenaga Perawat/Bidan 265 Y%;
- sopir ¥ 35 %.
c. Mobil Jenazah :
- pendamping (Medis/Para Medis) 1 60 %;
- sopir : 40 %.
Pasal 23

Pembagian untuk jasa pelayanan khusus Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji ditetapkan
sebagai berikut :
(1) Tingkat puskesmas :

a. tenaga medis : 60 %;
b. tenaga paramedis : 30 %;
c. tenaga Surveilans Haji : 10 %.

(2) Tingkat rumah sakit umum daerah :

a. jasa tim medis 1 25 %,;

b. jasa asisten medis : 10 %,

c. jasa diagnostik dan surveilans : 50 %;
Pasca haji

d. pengelolaan dan penyelenggaraan 2 15 %.

Pemeriksaan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 24

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang lamanya ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.
BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN
Pasal 26

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Pasal 27

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Q{)kumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa SSRD.

(3) Pungutan retribusi khusus bagi pelayanan ASKES diatur sesuai SKB Menteri
Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
883/Menkes/SKB/VII/1998 dan Nomor : 080.440-915 tentang tarif dan Tata
Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi
peserta PT.(Pesero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran
retribusi.

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 29

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus atau lunas.
(2) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



(3) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 30

(1). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Waijib Retribusi untuk
mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan dari retribusi terutang.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran, angsuran dan penundaan

pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan S‘IQD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 32

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 33

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 34

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 35

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)\:elah dilampaui dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.



(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI
Pasal 36

Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya Kepala Daerah dapat
memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok retribusi
dan/atau sanksi administrasi

Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi. |

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
melihat fungsi objek retribusi.

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok
retribusi dan/atau sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala

Daerah.

BAB XV
PENAGIHAN
Pasal 37

7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, Kepala Daerah atau

Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Peringatan jika retribusi yang terutang

belum dibayar.

Kepala Daerah dapat menerbitkan STRD jika :

a.retribusi yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang
dibayar;

b. wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului

dengan Surat Teguran.



(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(3)

1)

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA
Pasal 38 \

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

jika :

a. diterbitkan Surat Teguran ; atau

b. ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 39

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 40

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana.



(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

(3)

(4)

tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;

memeriksa buku,catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi ;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut ;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi ;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dar\memeriksa identiias
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan ; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB XVIII
SANKSI PIDANA
Pasal 41

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di \(wandang

£

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 26 NovemGer 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

L PATAMANI
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L.

IL.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama
ini diatur dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 perlu disesuaikan.

Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini
bertujuan memperbaiki 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;

2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan
(local taxing empowerment) ; dan

3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dilakukan dalam koridor yang telah ditentukan dan akan

dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pada prinsipnya Undang-undang ini membatasi daerah agar tidak menambah
jumlah retribusi, dengan tujuan untuk tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan
/ atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah
dan kegiatan ekspor impor, sehingga dapat mengurangi beban pungutan pada
rakyat.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah salah satu retribusi daerah yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan perlu diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk
mencegah timbulnya salah penafsiran dan salah pengertian dalam memahami
dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi



dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan
lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas
Pasal 9
cukup jelas
Pasal 10
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas
Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas



Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
Jika setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, Waijib Retribusi belum

membayar retribusi yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang
dibayar dengan menggunakan STRD. \

Pasal 31
Wajib Retribusi mempunyai hak untuk mengajukan keberatan bila ditemukan
adanya kekeliruan pada SKRD atau SSRD yang disebabkan oleh kesalahan
penulisan atau pengetikan.
Keberatan dimaksud diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas
yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas
Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 147...



LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2010
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN
1 |Rawat Jalan

a. Dengan rujukan
(Dokter Spesialis) Rp 20.000 15 % 85 %

b. Tanpa rujukan

1) Dokter Spesialis Rp 20.000 15 % 85 %

2) Dokter Umum Rp 10.000 25 % 75 %
Pemeriksaan dengan
pengujian kesehatan Rp 23.000 25 % 75 %
Konsultasi Spesialis Rp 20.000 15 % \ 85 %
Konsultasi Cyto Rp 50.000 = Rp 50.000

Konsultasi Gizi Rp 7.500 - Rp 7.500




LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR - 2010
TANGGAL :
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JENIS PELAYANAN JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN

Rawat Darurat
( Dokter Umum ) ‘
a. Dengan rujukan Rp 20.000 40 % 60 %

b. Tanpa rujukan Rp 25.000 40 % 60 %
Konsultasi Spesialis Rp 25.000 - Rp 25.000
Konsultasi Cyto Rp 50.000 - Rp 50.000




LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 2010
TANGGAL -
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN

1 |Kelas III / Puskesmas Rp 35.000 55% 45%
2 |Kelas II Rp 55.000 55% 45%
3 |Kelas I Rp 85.000 55% 45%
4 |VIP Rp 165.000 55% 45%
5 |VIP Khusus Rp 250.000 60% 40%
6 |ECU/ICU/ICCU /NICU Rp 250.000 45% 55%

é BUPATI GORONTALQ
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LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR - 2010
TANGGAL : \
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT
{ RSUD DAN PUSKESMAS )

NO JENIS PELAYANAN | JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN
1 |Operasi Kecil Gigi Rp 43.900 40% 60%
2 |Ekstraksi Gigi Biasa Rp 21.100 45% 55%
3 |Ekstraksi Gigi Komplikasi Rp 27.400 45% 55%
4 |Perawatan Gigi Rp 24.200 50% 50%
5 |Penambalan Tetap Rp 29.900 50% 50%
6 |Penambalan Sinar Rp 75.000 50% 50%
7 |Perawatan fraktur rahang Rp 113.000 50% 50%
8 |Odontektomi, alveolektomi Rp 253.300 40% 60%
9 |Skaling Rp 25.100 50% 50%
10 |Eksisi Epulis

a. Kecil Rp 43.900 40% 60%

b. Sedang Rp 67.400 40% 60%

c. Besar Rp 50.800 40% 60%
11 |Endodontik Rp 22.900 30% 70%
12 |Rehabilitasi gigi dan mulut

a.1Gigil Rp 162.900 40% 60%

b. Gigi selanjunya / buah Rp 53.700 40% 60%
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LAMPIRAN 5
NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
2010

: RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (MEDICAL INTERVENTION)

NO JENIS PELAYANAN JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN
1 |Kelas III/Rawat Jalan/Puskesmas
a. Tindakan Sederhana Rp 6.000 20% 80%
b. Tindakan kecil Rp 10.200 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 24.400 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 42.600 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 89.500 40% 60%
2 |Kelas II / IRD
a. Tindakan Sederhana Rp 8.000 30% 70%
b. Tindakan kecil Rp 14,500 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 34.700 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 61.700 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 120.000 40% 60%
3 |Kelas I
a. Tindakan Sederhana Rp 9.000 30% 70%
b. Tindakan kecil Rp 16.400 40% 60%
¢. Tindakan sedang Rp 39.300 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 89.100 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 144,200 40% \ 60%
4 |VIP
a. Tindakan Sederhana Rp 10.100 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 20.200 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 48.600 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 94.400 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 178.100 40% 60%
5 |ICU/ICCU/NICU
a. Tindakan Sederhana Rp 11.000 35% 65%
b. Tindakan kecil Rp 22.200 35% 65%
c. Tindakan sedang Rp 53.300 35% 65%
d. Tindakan besar Rp 102.600 35% 65%
e. Tindakan khusus Rp 195.100 35% 65%
6 |VIP KHUSUS
a. Tindakan Sederhana Rp 12.000 35% 65%
b. Tindakan kecil Rp 24.000 35% 65%
c. Tindakan sedang Rp 57.800 35% 65%
d. Tindakan besar Rp 102.800 35% 65%
e. Tindakan khusus Rp 212.100 35% 65%
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LAMPIRAN 6 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

2010

: RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (BEDAH KECIL)

DI LUAR KAMAR OPERASI

NO JENIS PELAYANAN JUMLAH RETRIBUSI JASA SARANA JASA PELAYANAN
1 |Kelas III / Rawat Jalan/Puskesmas
a. Tindakan Sederhana Rp 10.500 50% 50%
b. Tindakan kecil Rp 21.000 50% 50%
c. Tindakan sedang Rp 44.500 50% 50%
d. Tindakan besar Rp 87.000 50% 50%
e. Tindakan khusus Rp 160.000 40% 60%
2 |Kelas II / IRD
a. Tindakan Sederhana Rp 14.500 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 29.600 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 50.300 50% 50%
d. Tindakan besar Rp 98.000 50% 50%
e. Tindakan khusus Rp 181.000 40% 60%
3 |KelasI
a. Tindakan Sederhana Rp 16.800 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 37.000 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 56.000 50% 50%
d. Tindakan besar Rp 538.100 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 204.200 40% \ 60%
4 |VIP
a. Tindakan Sederhana Rp 20.600 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 45.500 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 67.800 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 132.800 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 250.500 40% 60%
5 |ICU/ICCU/NICU
a. Tindakan Sederhana Rp 15.000 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 55.000 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 73.400 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 187.200 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 241.200 40% 60%
6 |VIP KHUSUS
a. Tindakan Sederhana Rp 15.000 40% 60%
b. Tindakan kecil Rp 55.000 40% 60%
c. Tindakan sedang Rp 79.200 40% 60%
d. Tindakan besar Rp 155.900 40% 60%
e. Tindakan khusus Rp 296.700 40% 60%
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